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Abstrak 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus globalisasi yang tak terbendung pada era 

saat ini, tidak hanya berdampak positif, tetapi juga seringkali menghadirkan dampak negatif. Salah 

satu contohnya adalah munculnya "globalisasi kejahatan," yang menyebabkan peningkatan baik 

dalam kualitas (modus operandi) maupun jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. 

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah seputar pertanggungjawaban hukum pidana 

bagi korporasi dalam menangani tindak pidana korporasi pada saat ini, serta bagaimana hukum 

pidana korporasi akan menangani upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masa depan. 

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam menanggulangi 

tindak pidana korporasi dan korupsi saat ini mengalami beberapa kelemahan terkait kapan 

korporasi melakukan tindakan korupsi dan persoalan sanksi pidana. Oleh karena itu, untuk 

kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa mendatang, penting untuk menjelaskan 

ketentuan-ketentuan tersebut dan memastikan penegakan hukum yang efektif oleh aparat penegak 

hukum. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi. 

 

Abstract 

The advancement of science and technology alongside the relentless force of globalization not only 

brings about positive outcomes but also often yields negative consequences. For instance, it fosters 

the phenomenon of "crime globalization," leading to the proliferation of both the quality and 

quantity of criminal activities perpetrated by corporations. This article addresses the challenge of 

holding corporations accountable under criminal law in combatting corporate crime and 

anticipates how this legal framework can effectively combat corruption in the future. The research 

methodology employed in this article is normative jurisprudence. The findings reveal several 

weaknesses in the current corporate criminal liability policy concerning instances where 

corporations engage in corrupt activities and the corresponding criminal penalties. Consequently, 

it is imperative to refine the future policy on corporate criminal responsibility, elucidating its 

provisions, and ensuring effective implementation by law enforcement agencies. 

Keywords: Accountability, Corporation, Corruption. 

PENDAHULUAN 

Indonelsia adalah selbulah nelgara hulkulm yang didasarkan pada Pancasila dan Ulndang 

Ulndang Dasar 1945, yang melngatulr selgala aspelk kelhidulpan masyarakat Indonelsia. Hulkulm 

melmiliki pelran yang sangat pelnting dalam kelhidulpan, selbagai peldoman bagi tingkah lakul 

manulsia dalam hulbulngannya delngan manulsia lainnya (Fatimah & Arielf, 2012). 

Pancasila melrulpakan fondasi delmokrasi dalam sistelm hulkulm Indonelsia, dan 

melrulpakan rancangan ultama dari konstitulsi itul selndiri. Nilai-nilai Pancasila selbagai dasar 

konstitulsi dijellaskan selcara elksplisit dalam Pelmbulkaan Ulndang-Ulndang Dasar 1945. 

Melnulrult M. Isnaelni Ramdhan, hulbulngan antara Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar 1945 
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dapat dianalisis dari belbelrapa paradigma. Paradigma Yulridis-Filosofis, Pancasila dianggap 

selbagai kelselpakatan lulhulr yang melnjadi dasar nelgara yang diakuli dalam Ulndang-Ulndang 

Dasar 1945. Selmelntara dalam paradigma Yulridis-Konstitulsional, Ulndang-Ulndang Dasar 

1945 melrulpakan hasil pelrjulangan para peljulang dan tokoh bangsa, dan dalam paradigma 

Yulridis-Politis, Ulndang-Ulndang Dasar 1945 belrfulngsi selbagai alat pelmbatasan kelkulasaan 

bagi para pelmimpin (Sapultra, 2015). 

Selbagai bagian dari kelbijakan pelrlindulngan masyarakat, kelbijakan hulkulm pidana 

belrtuljulan ulntulk melmastikan telrlaksananya kelbijakan sosial telrselbult. Selmelntara selbagai 

bagian dari kelbijakan kriminal, kelbijakan hulkulm pidana belrtuljulan ulntulk melngatasi 

keljahatan mellaluli pelndelkatan pidana. Melngingat adanya hulbulngan yang elrat antara seltiap 

kelbijakan telrselbult, maka tuljulan dan landasan yang digulnakan dalam kelbijakan hulkulm 

pidana haruls seljalan delngan kelbijakan sosial itul selndiri. Olelh karelna itul, dalam mellakulkan 

pelmbarulan kelbijakan hulkulm pidana, pelnting ulntulk melmpelrtimbangkan delngan celrmat dan 

ilmiah, didasari olelh pelngeltahulan yang melndalam (Fatimah & Arielf, 2012). 

Korulpsi dianggap selbagai selbulah pelnyakit dalam masyarakat, selbagaimana 

diselbultkan olelh Ramdhan (2009), yang selbanding delngan pelnyakit lain selpelrti pelnculrian, 

dan tellah ada seljak awal manulsia hidulp dalam masyarakat di bulmi ini. Di Indonelsia, 

telrdapat banyak kasuls korulpsi yang tellah telrjadi, namuln saat ini kita julga mellihat banyak 

ulpaya dari pelmelrintah ulntulk melmbelrantas para pellakul korulpsi, selbagaimana diulngkapkan 

olelh Pulspitawati & Delvintawati (2018). 

Tindak Pidana Korulpsi melnjadi selbulah pelrmasalahan delngan sifat yang global, 

bulkan lagi hanya masalah yang belrsifat relgional ataul nasional. Hal ini diselbabkan olelh 

sifatnya yang melrulpakan ancaman telrhadap stabilitas dan kelamanan masyarakat, lelmbaga 

lelmbaga nelgara, nilai-nilai delmokrasi, eltika, dan keladilan. Sellain itul, korulpsi julga dapat 

melnghambat pelmbangulnan belrkellanjultan dan pelnelgakan hulkulm, selpelrti yang diulngkapkan 

olelh Hamzah (2006). 

Melnulrult Gulnnar Myrdal, korulpsi tidak pelrnah melmbawa dampak positif. Olelh 

karelna itul, tindak pidana korulpsi diklasifikasikan selbagai Elxtraordinary Crimel ataul 

keljahatan lular biasa, yang melmelrlulkan ulpaya elkstra dalam pelnanggullangannya, selpelrti 

yang diulngkapkan olelh Ibsaini & Syahbandir (2018). Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Pidana (KUlHP) dilihat selbagai atulran ulmulm yang belrfulngsi selbagai peldoman, delngan 

prinsip-prinsip dasar yang masih melngacul pada prinsip-prinsip di dalam Codel Pelnal, 

telrultama belrdasarkan Atulran Pelnultulp pasal 103 KUlHP yang dikelnal delngan Asas Lelx 

Spelcialis delrogat Lelx Gelnelralis, yang melngatulr bahwa keltelntulan Ulndang-ulndang di lular 

KUlHP, khulsulsnya Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan telntang Tindak Pidana Korulpsi, 

belrlakul. 

Seliring delngan elvolulsi masyarakat, Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan telrkait Tindak 

Pidana Korulpsi telruls melngalami pelrulbahan hingga melncapai Ulndang-Ulndang telrbarul, 

yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana 

Korulpsi yang diselmpulrnakan olelh Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang 

Pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi, selbagaimana dijellaskan olelh Sapultra (2015). 

Hal inilah yang melndasari motivasi ulntulk melnullis dan melnelliti sulatul pelnullisan 

hulkulm delngan juldull “Kelbijakan Hulkulm Pidana Dalam Pelrtanggulngjawaban Pidana 

Korporasi Dalam Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 Jo. Ulndang- Ulndang Nomor 20 

Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi Mellaluli Pelndelkatan Yulridis 

Normatif” (Wibisana, 2016). 

Tuljulan artikell ini yaitul ulntulk melngeltahuli dan melngalisis bagaimana Kelbijakan 

Hulkulm Pidana dalam Pelrtanggulngjawaban Pidana Korporasi Dalam Ulndang-Ulndang 
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Nomor 31 Tahuln 1999 Jo. Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 Telntang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi”. 

Pelrtanggulngjawaban pidana selcara harfiah melngandulng prinsip kelsalahan (asas 

cullpabilitas), yang belrdasarkan pada konselp monodulalistik bahwa prinsip kelsalahan, yang 

melndasarkan diri pada keladilan, haruls belrjalan belriringan delngan prinsip lelgalitas yang 

didasarkan pada kelpastian hulkulm. Pelrtanggulngjawaban pidana (criminal relsponsibility) 

melrulpakan melkanismel ulntulk melnelntulkan apakah selselorang telrdakwa ataul telrsangka haruls 

belrtanggulng jawab atas sulatul tindakan pidana yang dilakulkan ataul tidak. Ulntulk dapat 

melnjelrat pellakul pidana, disyaratkan bahwa tindakan yang dilakulkannya melmelnulhi ulnsulr 

ulnsulr yang tellah diatulr dalam ulndang-ulndang. Ulntulk dapat dipelrtanggulngjawabkan selcara 

pidana, pelrbulatan telrselbult harulslah mellibatkan kelsalahan. Kelsalahan ini telrbagi melnjadi 

dula jelnis: kelselngajaan (opzelt) dan kellalaian (cullpa), selsulai delngan yang diulngkapkan olelh 

Torulan (2014). Pelrtama, Kelselngajaan (opzelt) selsulai delngan telori hulkulm pidana Indonelsia, 

kelselngajaan dibagi melnjadi tiga katelgori, yaitul: 

a. Kelselngajaan yang belrsifat tuljulan melnulnjulkkan bahwa pellakul belrtanggulng jawab atas 

tindakannya dan muldah dipahami olelh masyarakat ulmulm. Jika pellakul layak dihulkulm 

pidana, hal ini dikarelnakan pellakul delngan selngaja melnghelndaki telrjadinya konselkulelnsi 

yang melnjadi dasar dari ancaman hulkulman telrselbult (Wibisana, 2016).  

b. Kelselngajaan selcara kelinsyafan melnulnjulkkan bahwa pellakul, melskipuln tidak belrmaksuld 

melncapai akibat yang melnjadi dasar dari dellik, namuln dia sadar selpelnulhnya bahwa 

akibat telrselbult pasti akan telrjadi selbagai konselkulelnsi dari pelrbulatannya; 

c. Kelselngajaan selcara kelinsyafan melnulnjulkkan bahwa pellakul hanya melmbayangkan 

kelmulngkinan telrjadinya akibat yang telrkait delngan pelrbulatannya, tanpa melmiliki 

kelpastian bahwa akibat telrselbult akan telrjadi selcara pasti. 

Kellalaian (Cullpa) belrada di antara kelselngajaan dan kelbeltullan. Melskipuln delmikian, 

cullpa dianggap lelbih ringan daripada kelselngajaan, selhingga dellik cullpa selringkali dianggap 

selbagai dellik selmul (qulasi dellict) yang melngakibatkan pelngulrangan hulkulman. Dellik cullpa 

melmiliki dula jelnis, yaitul dellik kellalaian yang melnghasilkan akibat dan yang tidak 

melnghasilkan akibat. Namuln, yang diancam delngan pidana adalah tindakan kellalaian itul 

selndiri. Pelrbeldaan antara keldulanya muldah dipahami: jika kellalaian melngakibatkan sulatul 

akibat, maka dellik kellalaian telrjadi, seldangkan jika tidak pelrlul ada akibat ulntulk 

melnimbullkan dellik, maka kellalaian itul selndiri suldah melnjadi dasar hulkulman. 

Korporasi, melnulrult delfinisi dari Black's Law Dictionary, adalah elntitas yang 

disahkan olelh ataul di bawah welwelnang hulkulm sulatul nelgara ataul bangsa, yang dapat telrdiri 

dari satul individul yang belrtindak selbagai pelngganti ataul selkellompok individul yang 

melmbelntulk sulatul asosiasi. Di Indonelsia, korporasi dianggap selbagai sulbjelk hulkulm pidana. 

Namuln, saat ini telrdapat keltidakjellasan melngelnai konselp korporasi selbagai sulbjelk hulkulm 

pidana dan elntitas apa yang dapat dipelrtanggulngjawabkan dalam hulkulm pidana. Sellain itul, 

relgullasi melngelnai pelnelntulan pelrtanggulngjawaban pidana bagi korporasi masih sangat 

minim, telrultama dalam hal pelmisahan pelrtanggulngjawaban pidana antara korporasi dan 

individul-individul yang melngulrulsnya (sulbjelk manulsia) keltika telrjadi sulatul tindak pidana di 

dalam korporasi. 

Melnulrult Pasal 2 Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999, tindak pidana korulpsi 

didelfinisikan selbagai pelrbulatan yang dilakulkan olelh selselorang selcara mellawan hulkulm 

delngan tuljulan melmpelrkaya diri selndiri, orang lain, ataul korporasi, yang dapat melrulgikan 

kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, selpelrti yang dijellaskan olelh Bultarbultar 

(2016). 

Dalam kontelks Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP) yang belrlakul saat ini 

di Indonelsia, asas ulnivelrsalitas dellingulelrel non potelst (tidak ada pellanggaran hulkulm tanpa 
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sulbjelk yang belrtanggulng jawab) dapat melmelngarulhi pelnafsiran telrhadap Pasal 59 KUlHP 

yang melngatulr bahwa sulbjelk tindak pidana adalah orang, seldangkan korporasi bellulm 

diakuli selbagai sulbjelk dalam tindak pidana selcara ulmulm. Namuln, dalam Rancangan Kitab 

Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (RKUlHP), korporasi tellah diakuli selbagai sulbjelk yang 

dapat diminta pelrtanggulngjawaban pidananya. Dalam sistelm hulkulm pidana di Indonelsia, 

sullit ulntulk melnelntulkan sanksi pidana yang telpat ulntulk korporasi, olelh karelna itul, 

dipelrlulkan pelngatulran telrselndiri dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan di masa delpan 

telrkait delngan pidana korporasi. 

Belrdasarkan ulraian latar bellakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat 

dirulmulskan adalah selbagai belrikult: 

a. Bagaimana Kelbijakan Hulkulm Pidana dalam pelrtanggulngjawaban Korporasi dalam 

Ulndang- Ulndang No. 31 Tahuln 1999 Jo. Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 

telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi pada saat ini? 

b. Bagaimana kelbijakan Hulkulm Pidana dalam pelrtanggulngjawaban Korporasi dalam 

Ulndang- Ulndang Tindak Pidana Korulpsi pada masa yang akan datang? 

Pelnellitian yang fokuls pada pelnelrapan sanksi telrhadap korporasi selsulai delngan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan di Indonelsia tellah dilakulkan selbellulmnya olelh belbelrapa 

pelnelliti. Pelrtama, Aguls Sullarman dan Ulmar Ma’rulf mellakulkan pelnellitian pada tahuln 2017 

(Sullarman & Ma’rulf, 2017). Sellanjultnya, Rullly Triel Praseltyo, Ulmar Ma’rulf, dan Anis 

Mashdulrohatuln melmfokulskan pelnellitiannya pada implelmelntasi pelnelgakan hulkulm pidana 

telrhadap korporasi yang mellakulkan tindak pidana (Praseltyo, Ma’rulf, & Mashdulrohatuln, 

2017). Pelnellitian keltiga, yang dilakulkan olelh Andri G. Wibisana, melmulsatkan 

pelrhatiannya pada pelnelrapan pelrtanggulngjawaban korporasi dalam belbelrapa pultulsan 

telrkait pelncelmaran lingkulngan di Indonelsia (Wibisana, 2016). Relnata Blanc, Mulhamad 

Azizull Islam, Delnnis M. Patteln, & Manulell Castello Branco julga mellakulkan pelnellitian 

telntang hulbulngan antara paparan meldia telntang korulpsi pelrulsahaan dan pelngulngkapan 

anti-korulpsi pelrulsahaan pada tahuln 2017 (Blanc, Islam, Patteln, & Branco, 2017). Telrakhir, 

Elndi Arofa, Ahsan Yulnuls, Andi Sofyan, & Anwar Borahima mellakulkan pelnellitian pada 

tahuln 2015 yang melnitikbelratkan pada tanggulng jawab pelrulsahaan atas keljahatan yang 

tellah melnjadi agelnda di banyak yulrisdiksi selbagai masalah intelrnasional (Arofa, Yulnuls, 

Sofyan, & Borahima, 2015).  

Belrdasarkan tullisan selbellulmnya telrdapat pelrbeldaan fokuls pelnellitian yang akan 

ditelliti yaitul pelrbandingan pelrtanggulngjawaban korporasi antara nelgara Indonelsia dan 

inggris. 

METODE  

Meltodel pelndelkatan yang digulnakan dalam pelnellitian telrselbult adalah meltodel yulridis 

normatif. Pelnellitian hulkulm normatif ataul doktrinelr, selring julga diselbult selbagai pelnellitian 

hulkulm kelpulstakaan ataul pelnellitian data selkulndelr, belrtuljulan ulntulk melnjawab pelrmasalahan 

delngan melngulmpullkan data dari litelratulr selpelrti bulkul-bulkul, pelratulran pelrulndang 

ulndangan, dan pelndapat para ahli yang rellelvan delngan topik pelnellitian (Sultelki & Taulfani, 

2018). 

Spelsifikasi pelnellitian yang digulnakan dalam pelnullisan ini adalah delskriptif analitis. 

Pelndelkatan delskriptif analitis mellibatkan analisis telrhadap pelrmasalahan yang ada saat ini 

dan melnggambarkan selmula geljala dan fakta yang rellelvan telrkait delngan kelbijakan hulkulm 

pidana dalam pelrtanggulngjawaban pidana korporasi, khulsulsnya dalam kontelks Ulndang 

Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 jo. Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi 

Dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Ini 

Di dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP), konselp korporasi selbagai 

sulbjelk hulkulm pidana tidak dikelnal. Hal ini diselbabkan karelna KUlHP melrulpakan warisan 

dari Pelmelrintah Bellanda. Pelngakulan korporasi selbagai badan hulkulm ataul konselp pellakul 

fulngsional (fulnctional dadelrschap) dalam hulkulm pidana adalah selbulah kelmajulan yang 

signifikan, melnggantikan doktrin yang melndasari Weltboelk van strafrelcht (KUlHP) yaitul 

"ulnivelrsitas dellingulelrel non potelst" ataul "socieltas dellingulelrel non potelst", yang melnyatakan 

bahwa badan hulkulm tidak dapat mellakulkan tindak pidana. Namuln, di lular lingkulp KUlHP, 

Ulndang-Ulndang Tindak Pidana Khulsuls tellah melngadopsi prinsip korporasi selbagai salah 

satul sulbjelk tindak pidana. Hal ini telrcelrmin dalam rulmulsan Pasal 20 ayat 2 Ulndang 

Ulndang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi, yang melnyatakan bahwa keltika tindak 

pidana korulpsi dilakulkan olelh individul yang belrhulbulngan delngan korporasi, baik selcara 

individul maulpuln belrsama-sama, korporasi julga belrtanggulng jawab. Hal ini melmpelngarulhi 

pelrkelmbangan pelrtanggulngjawaban tindak pidana korporasi dalam kontelks keljahatan 

korporasi pada masa kini (Padil, 2016). 

Pandangan pelrtama melngelnai pelrbulatan pidana dan pelrtanggulngjawaban pidana 

adalah pandangan monistis. Pandangan ini melnganggap bahwa sellulrulh ulnsulr syarat 

pelmidanaan melrulpakan sifat dari pelrbulatan, selhingga tidak ada pelmisahan antara pelrbulatan 

pidana dan pelrtanggulngjawaban pidana. Salah satul pelndulkulng pandangan ini adalah 

Simons, yang melrulmulskan tindak pidana (strafbaar felit) selbagai "eleln strafbaar gelstelldel, 

onrelchtmatigel melt schulld velrband staandel handelling van eleln toelrelkelningsvatbaat pelrson", 

yang melmiliki ulnsulr-ulnsulr selbagai belrikult: 

a. Pelrbulatan manulsia (positif ataul pelrsonel; belrbulat ataul tidak belrbulat ataul melmbiarkan);  

b. Diancam delngan pidana (strafbaar gelstelld);  

c. Mellawan hulkulm (onrelchmatig);  

d. Dilakulkan delngan kelsalahan (melt schulld in velrband pelrso);  

e. Olelh orang yang mampul belrtanggulng jawab (toelrelkelningsvatbaar pelrson);. 

Pandangan keldula adalah pandangan dulalistis, yang selcara telgas melmbeldakan antara 

pelrbulatan pidana dan pelrtanggulngjawaban pidana. Para pelnganult aliran dulalistis 

melmahami bahwa dalam pelngelrtian tindak pidana, tidak telrmasulk masalah 

pelrtanggulngjawaban, karelna tindak pidana hanya melngacul pada larangan telrhadap sulatul 

pelrbulatan. Salah satul pelndulkulng pandangan ini adalah Moelljatno, yang melmisahkan 

pelngelrtian pelrbulatan pidana (criminal act) dan pelrtanggulngjawaban pidana (criminal 

relsponsibility ataul criminal liability) (Padil, 2016). 

Kelbijakan pelrtanggulngjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korulpsi, 

selbagaimana diulraikan olelh Sullarman & Ma'rulf (2017), dapat dibagi melnjadi belbelrapa 

poin ultama: 

a. Ulnsulr Tindak Pidana dalam Ulndang-Ulndang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi: 

Mellipulti idelntifikasi ulnsulr-ulnsulr yang melmbelntulk tindak pidana korulpsi melnulrult 

keltelntulan dalam ulndang-ulndang yang belrlakul. 

b. Tindak Pidana Korulpsi yang Dilakulkan olelh Korporasi: Melnjellaskan selcara khulsuls 

tindak pidana korulpsi yang dilakulkan olelh korporasi, telrmasulk jelnis-jelnis pelrbulatan 

yang dapat dikatelgorikan selbagai korulpsi korporatif. 

c. Sistelm Pelrtanggulngjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korulpsi: 

Melngulraikan kapan selbulah korporasi dianggap mellakulkan tindak pidana korulpsi, siapa 

yang belrtanggulng jawab atas pelrbulatan telrselbult, selrta bagaimana sistelm 
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pelrtanggulngjawaban pidana korporasi diatulr dalam Ulndang-Ulndang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi (UlUlPTPK) dan pelrbandingannya delngan sistelm 

pelrtanggulngjawaban pidana korporasi di belbelrapa nelgara lain. 

d. Sistelm Pelmidanaan: Melnyajikan jelnis-jelnis sanksi pidana yang dapat dikelnakan 

telrhadap korporasi yang telrlibat dalam tindak pidana korulpsi, selrta melngulraikan 

jangka waktul dan belrat ringannya pidana yang mulngkin dibelrlakulkan selsulai delngan 

keltelntulan hulkulm yang belrlakul. 

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi 

Dalam Per Undang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Yang Akan 

Datang 

Korporasi selbagai badan hulkulm melmiliki idelntitas hulkulm yang telrpisah dari 

individul-individul yang telrlibat di dalamnya. Namuln, konselp pelrtanggulngjawaban pidana 

olelh korporasi selbagai elntitas hulkulm (corporatel criminal liability) masih melnjadi topik 

pelrdelbatan. Belbelrapa pihak tidak seltuljul delngan pandangan bahwa selbulah korporasi, yang 

pada dasarnya melrulpakan elntitas abstrak, dapat mellakulkan sulatul tindak keljahatan dan 

melmiliki niat jahat yang melngakibatkan pelrtanggulngjawaban pidana. Hal ini melnulnjulkkan 

komplelksitas dalam melmahami tanggulng jawab pidana korporasi dan melnimbullkan 

pelrtanyaan telntang seljaulh mana korporasi dapat dianggap belrtanggulng jawab atas tindakan 

yang dilakulkan olelh individul-individul di dalamnya. Pelrdelbatan ini julga melncelrminkan 

tantangan dalam melnelgakkan hulkulm telrhadap elntitas non-individul selpelrti korporasi. 

Pelngakulan korporasi selbagai sulbjelk hulkulm dalam ranah pidana melmang pelnulh 

delngan tantangan dan hambatan teloritis. Ada dula alasan yang melnjellaskan melngapa 

kondisi ini telrjadi, selpelrti yang dijellaskan olelh Ramellan (2019). Pelrtama, pelngarulh yang 

kulat dari telori fiksi olelh Von Savigny, yang melnyatakan bahwa kelpribadian hulkulm selbagai 

kelsatulan manulsia hanyalah hasil dari khayalan. Melnulrult telori ini, kelpribadian seljati hanya 

dimiliki olelh manulsia. Nelgara, korporasi, ataul lelmbaga lainnya tidak melmiliki kelpribadian 

ataul idelntitas selpelrti manulsia, teltapi melrelka dipelrlakulkan selolah-olah melmiliki 

kelpribadian, hak, dan kelwajiban layaknya individul. 

Delngan delmikian, dalam kontelks pidana, sullit ulntulk melnghadirkan korporasi selbagai 

belntulk fisik yang dapat dihadirkan di pelngadilan, karelna korporasi pada dasarnya 

melrulpakan elntitas abstrak yang tidak melmiliki wuljuld fisik yang dapat dihadirkan. Sellain 

itul, sullit julga ulntulk melmbulktikan ulnsulr tindakan belrsalah (actuls reluls ataul gulilty act) dan 

ulnsulr kelselngajaan (melns rela ataul gulilty mind) dari korporasi, karelna korporasi tidak 

melmiliki kelsadaran ataul pikiran selpelrti manulsia. Selmula ini melnulnjulkkan bahwa 

pelngakulan korporasi selbagai sulbjelk hulkulm dalam kontelks pidana masih melnjadi isul yang 

komplelks dan sullit ulntulk diatasi. 

Keldula, asas ulnivelrsalitas dellingulelrel non potelst masih melndominasi sistelm hulkulm 

pidana di banyak nelgara, yang belrarti badan hulkulm tidak dapat mellakulkan tindak pidana. 

Asas ini belrkelmbang pada abad kel-19 dan melngimplikasikan bahwa keljahatan dalam 

hulkulm pidana sellalul dianggap selbagai pelrbulatan yang dilakulkan olelh manulsia, selhingga 

telrkait elrat delngan prinsip individulalisasi dalam KUlHP. Dalam kontelks KUlHP yang masih 

belrlakul di Indonelsia saat ini, asas telrselbult melmelngarulhi mulncullnya Pasal 59 KUlHP yang 

melnyatakan bahwa sulbjelk tindak pidana adalah individul, dan korporasi bellulm diakuli 

selbagai sulbjelk tindak pidana selcara ulmulm. Hal ini melncelrminkan pandangan bahwa hanya 

manulsia yang dapat belrtanggulng jawab atas tindak pidana, seldangkan badan hulkulm 

dianggap tidak melmiliki kapasitas ulntulk mellakulkan tindakan kriminal. 

Dalam Rancangan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (RKUlHP) Tahuln 2018, 

korporasi tellah dibelri posisi selbagai pellakul tindak pidana yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan selcara pidana. Hal ini diatulr selcara khulsuls dalam Bulkul Pelrtama 
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Bab II telntang Tindak Pidana dan Pelrtanggulngjawaban Pidana, paragraf kelelnam, yang 

melncakulp Pasal 47 sampai delngan Pasal 53 RKUlHP Tahuln 2018. Pasal 47 melnyatakan 

bahwa "Korporasi dianggap selbagai sulbjelk tindak pidana." Delngan delmikian, RKUlHP 

melmbelrikan pelngakulan kelpada korporasi selbagai elntitas yang dapat mellakulkan tindak 

pidana, yang melrulpakan langkah majul dalam melnelgakkan pelrtanggulngjawaban pidana 

korporasi dalam kontelks hulkulm pidana di Indonelsia. 

Dalam Bulkul Pelrtama Bab II telntang Tindak Pidana dan Pelrtanggulngjawaban Pidana, 

paragraf kelelnam RUlUl KUlHP 2018, telrdapat pelngatulran khulsuls melngelnai korporasi dan 

pelrtanggulngjawaban pidana korporasi yang melmiliki kelsamaan delngan RUlUl KUlHP pada 

tahuln-tahuln selbellulmnya, yang telrcantulm dalam Pasal 47 sampai delngan Pasal 53 delngan 

bulnyi yang selrulpa. Ini melnulnjulkkan konsistelnsi dalam pelndelkatan hulkulm telrhadap 

pelrtanggulngjawaban pidana korporasi di Indonelsia. Seltiap nelgara melmiliki pelratulran 

pelrulndang-ulndangan masing-masing telrkait pelrtanggulngjawaban pidana korporasi. Selbagai 

contoh, belrikult adalah pelratulran pelrulndang-ulndangan telntang pelrtanggulngjawaban pidana 

korporasi di Nelgara Inggris, yang mulngkin melmiliki keltelntulan yang belrbelda delngan 

Indonelsia. Dalam common law, ada belbelrapa pelndelkatan yang dapat digulnakan ulntulk 

melndapatkan pelrtanggulngjawaban korporasi antara lain: 

a. Idelntification Telsts / Direlcting Mind Thelory 

b. Doktrin Vicariouls Liability 

c. Thel Corporatel Culltulrel Modell 

Melnulrult Mulladi, dalam hulkulm pidana, sanksi-sanksi yang dapat ditelrapkan dalam 

pelrtanggulngjawaban pidana korporasi mellipulti: 

1. Delnda. 

2. Pidana belrsyarat ataul pidana pelngawasan. 

3. Pidana kelrja sosial. 

4. Pelngawasan pultulsan hakim. 

5. Ganti rulgi. 

6. Belrbagai sistelm tindakan tata telrtib. 

Sistelm pelmidanaan sullit melnelntulkan sanksi pidana yang telpat ulntulk korporasi karelna 

pidana mati dan pidana pelnjara sangat tidak mulngkin ditelrapkan pada korporasi. Olelh 

karelna itul, dipelrlulkan ulpaya ulntulk melngatulr selcara khulsuls melngelnai pidana korporasi 

dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan di masa yang akan datang. 

Dalam Pasal 20 ayat (7) Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 diatulr bahwa 

"Pidana pokok yang dapat dijatulhkan telrhadap korporasi hanya pidana delnda, delngan 

keltelntulan maksimulm pidana ditambah 1/3 (satul pelrtiga)." Hal ini melnelgaskan bahwa 

sanksi ultama yang dapat dikelnakan kelpada korporasi dalam kontelks tindak pidana korulpsi 

adalah pidana delnda, delngan pelnambahan maksimulm 1/3 dari julmlah delnda yang 

dijatulhkan.  

Keltelntulan sanksi pidana selpelrti yang diatulr dalam Pasal 20 ayat (7) melnimbullkan 

konselkulelnsi yang signifikan telrultama keltika delnda tidak dibayar olelh korporasi. Belrbelda 

delngan kasuls di mana delnda dikelnakan kelpada individul, di mana KUlHP melmiliki 

keltelntulan yang jellas telntang pidana kulrulngan pelngganti delnda jika delnda tidak dibayar 

(selbagaimana diatulr dalam Pasal 30 KUlHP). Namuln, ulntulk korporasi, keltelntulan ini tidak 

belrlakul selcara langsulng. 

Karelna keltiadaan keltelntulan khulsuls dalam ulndang-ulndang pidana khulsuls, selpelrti 

dalam Ulndang-Ulndang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi (UlUl PTPK), maka KUlHP 

dapat ditelrapkan selbagai aculan. Namuln, keltelntulan ini tidak culkulp rellelvan karelna korporasi 

tidak dapat dipelnjarakan. Olelh karelna itul, dibultulhkan keltelntulan khulsuls dalam UlUl PTPK 

yang melngatulr langkah-langkah jika korporasi tidak melmbayar delnda, selpelrti melncabult 
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ijin ulsaha ulntulk jangka waktul telrtelntul ataul bahkan melnyita harta belnda korporasi. Delngan 

delmikian, pelrlul adanya pelngatulran lelbih lanjult dalam pelrulndang-ulndangan ulntulk 

melngatasi masalah ini dan melmastikan elfelktivitas pelnelgakan hulkulm telrhadap korporasi 

yang telrlibat dalam tindak pidana. 

Melnulrult Barda Nawawi Arielf, di samping pidana delnda, belbelrapa jelnis pidana 

tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UlUl No 31 Tahuln 1999 dapat dijadikan selbagai pidana 

pokok ulntulk korporasi ataul seltidaknya selbagai pidana tambahan yang dapat dijatulhkan 

selcara mandiri. Jika pidana pelnjara melrulpakan pidana pokok ulntulk individul, maka pidana 

pokok yang dapat diidelntikkan delngan pidana pelrampasan kelmelrdelkaan ulntulk korporasi 

adalah sanksi belrulpa "pelnultulpan pelrulsahaan/korporasi ulntulk waktul telrtelntul" ataul 

"pelncabultan izin ulsaha". Melnulrult Brickely, selring kali dianggap bahwa pidana yang dapat 

dijatulhkan telrhadap sulatul korporasi hanya belrulpa pidana delnda. Namuln, jika korporasi 

tidak mampul melmbayar delnda telrselbult, harta belnda korporasi dapat disita dan dilellang. 

Delngan delmikian, pelnultulpan korporasi ataul pelncabultan izin ulsaha korporasi julga dapat 

dijadikan selbagai altelrnatif sanksi yang elfelktif dalam kasuls-kasuls di mana korporasi tidak 

mampul melmbayar delnda.  

Dalam konselp KUlHP tahuln 2018, telrdapat atulran melngelnai pellaksanaan pidana 

delnda dalam Paragraf 6 Pasal 82. Pasal telrselbult melnyatakan bahwa pidana delnda dapat 

dibayar delngan cara melncicil dalam jangka waktul yang diteltapkan olelh pultulsan hakim. Jika 

pidana delnda tidak dibayar pelnulh dalam jangka waktul yang diteltapkan, maka pidana delnda 

yang bellulm dibayar dapat diambil dari kelkayaan ataul pelndapatan telrpidana. Sellanjultnya, 

telrdapat pelngatulran melngelnai pidana pelngganti delnda ulntulk korporasi dalam Paragraf 9 

Pasal 85. Pasal telrselbult melnyatakan bahwa jika pelngambilan kelkayaan ataul pelndapatan 

korporasi tidak dapat dilakulkan selsulai delngan Pasal 82 ayat (2), maka korporasi dapat 

dikelnakan pidana pelngganti belrulpa pelncabultan izin ulsaha ataul pelmbulbaran korporasi. 

Keltelntulan ini melmbelrikan pandulan yang jellas dalam melrulmulskan sanksi pidana bagi 

korporasi di masa yang akan datang, delngan melmpelrtimbangkan kelmulngkinan pellaksanaan 

pidana delnda dan pidana pelngganti delnda jika korporasi tidak mampul melmbayar delnda 

yang dijatulhkan. 

SIMPULAN 

Kelkulrangan dalam pelngelrtian "hulbulngan kelrja" dan "hulbulngan lain" dalam Ulndang 

Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 yang dijabarkan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 

2001 Pasal 20 ayat 2 telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi melmang dapat 

melnyelbabkan kelbingulngan dalam pelnelrapannya. Kulrangnya delfinisi yang jellas melngelnai 

istilah-istilah telrselbult dapat melninggalkan rulang intelrpreltasi yang lulas bagi pellakul tindak 

pidana ulntulk melncoba melnghindari pelrtanggulngjawaban hulkulm. Keltidakjellasan dalam 

pelngelrtian "hulbulngan kelrja" dapat melngarah pada pelrtanyaan melngelnai apakah hanya 

melncakulp hulbulngan kelrja formal antara pelgawai dan pelrulsahaan, ataul julga melncakulp 

hulbulngan kelrja informal ataul tidak relsmi. Di sisi lain, "hulbulngan lain" dapat melncakulp 

belragam hulbulngan sellain hulbulngan kelrja yang selcara khulsuls tidak dijellaskan dalam 

ulndang-ulndang, selpelrti hulbulngan bisnis, kelmitraan, ataul bahkan hulbulngan 

pelrsonal.Keltidakjellasan ini dapat dimanfaatkan olelh pihak yang belrmaksuld ulntulk 

melngellak dari pelrtanggulngjawaban pidana korporasi, selrta dapat melnyullitkan prosels 

pelnelgakan hulkulm dan pelngadilan dalam melnelntulkan kapan sulatul korporasi haruls 

dipelrtanggulngjawabkan atas tindakan korulpsi yang dilakulkan olelh individul yang telrkait 

delngan korporasi telrselbult. Olelh karelna itul, pelnting ulntulk melngkaji kelmbali delfinisi dan 

rulang lingkulp "hulbulngan kelrja" dan "hulbulngan lain" dalam Ulndang-Ulndang Nomor 31 

Tahuln 1999 julncto Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak 
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Pidana Korulpsi agar dapat melmbelrikan keljellasan yang lelbih baik dalam pelnelrapan hulkulm 

pidana telrhadap korporasi yang telrlibat dalam tindak pidana korulpsi. 

Pelrtanggulngjawaban pidana korporasi telrhadap korporasi di masa yang akan datang 

delngan mellakulkan kajian pelrbandingan kelbijakan hulkulm pidana delngan nelgara lain, ulntulk 

melmbulat sulatul formullasi kelbijakan hulkulm pidana dan melmpelrbaiki selgala kelkulrangan 

pada kelbijakan hulkulm pidana yang tellah ada di Indonelsia selpelrti di Inggris tellah diatulr 

delngan jellas telntang pelrtanggulngjawaban pidana korporasi. Delngan melnggulnakan telori 

yang tellah ada selpelrti: Vicariouls Liability, Strict Liability, dan Idelntification. Delngan hal 

itul pelrtanggulngjawaban pidana korporasi, dapat dikonstrulksikan delngan lelbih akulrat 

telrhadap pellanggaran pidana yang melrulgikan nelgara, telrultama di Indonelsia selbagai aculan 

ataul peldoman ulntulk kelbijakan hulkulm pidana dimasa yang akan datang. 
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